PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM

I Terusan Kapten. Mallm No. 16 Tip./Tak (0264) 8223424 Pondoksalam - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM
NOMOR : 050/ /(" /SK. LAKIP/ 1X/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

CAMAT PONDOKSALAM

Menimbang + a. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instans| Pemerintahan (LAKIP), perlu dikembangakan Sistem
Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan
Pondoksalam yang disusun dengan mengacu pada Indikator,
metode, sistematika da tata cara pelaporan Kinerja Instansi
Perimerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa bentuk penyusuan laporan Akuntabllitas Kinerja Instansi
Pemerintahan dimaksud perlu dibentuk Pembentukan Tim
Penyusunan  laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024;

¢. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padaa butir a dan b diatas maka guna tertib hukum dan
administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan
ditetapkan dengan perlu dan ditetapkan dengan Keputusan
Camat Pondoksalam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan
Propinsi Jawa Barat’( Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanag
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ( Lembara Negara Republik Indonesia tahun
1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
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Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negra (Lembaran Negara Republik  Indonesla Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 2% Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Lembaran  Negara
republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas
system keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional
dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemertintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesuia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar
Negara Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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11  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang
Pembaglan Urusan pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsl dan Pemerintahan pDaerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesla Nomor 4741);

14, Peraturan pemerintah Reblik Indonesai Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang tahapan, Tata Cara ppenyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasl pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan

Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayadunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Kepala LAN; 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (lembaran
daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daearah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daearah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 11 Tahun 2012
tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012 Nomor 11);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
Kabupaten Purwakarta (lembaran daerah  Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

29.  Peraturan daerah kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2024 (lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten
purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
susunan daerah Kabupaten Purwakarta (lembaran Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia/Tim Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan Kecamatan
Pondoksalam tahun 2024;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

KEDUA : Pondoksalam Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan pada
DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan
Pondoksalam kepada Bupati ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pembina T /YA B NI, 197208211993111001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Bupati Purwakarta
Yth. Wakil Bupati Purwakarta
Yth. Sekretaris Daerah Kabuapten Purwakarta
Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta )
Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah
Kabupaten Purwakarta
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